
 

BUPATI MAMASA 

PROVINSI SULAWESI BARAT 

PERATURAN BUPATI MAMASA 

NOMOR 15 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

LINGKUP KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 – 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAMASA, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat 4 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka                           

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah                 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan 

RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Perubahan 

Renstra Perangkat Daerah;  

b. bahwa berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Mamasa 

Tahun 2018-2023 maka Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun 2018-2023 perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2018–2023.    

Mengingat:   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

                     2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang                        

Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di                       

Provinsi      Sulawesi    Selatan    (Lembar     Negara     

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 4186);                                                                                                                              

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun  2003   tentang  Keuangan 

Negara (Lembaran NegaraRepublik  Indonesia   Tahun  2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia 

Nomor  4286);  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara 

SALINAN 



Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 

5. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik   Indonesia   Tahun  2004   Nomor  104,   

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 

4421);  

6. Undang-Undang    Nomor    33    Tahun    2004      tentang   

Perimbangan  Keuangan  antara   Pemerintah   Pusat dan 

Pemerintahan      Daerah     (Lembaran   Negara    Republik   

Indonesia   Tahun  2004  Nomor 126, Tambahan   Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan   Jangka   Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor   

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor              

4700); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun   2016   Nomor  114,  Tambahan   Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

14. Peraturan Presiden Nomor  59 Tahun   2017  tentang   

Pelaksanaan   Pencapaian   Tujuan   Pembangunan    

Nasional; 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan  Daerah,   Tata    Cara   Evaluasi    Rancangan    

Peraturan Daerah tentang Rencana  Pembangunan   Jangka 

Menengah   Daerah   serta   Tata  Cara  Perubahan  Rencana 

Pembangunan     Jangka     Panjang     Daerah,   Rencana 

Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah   dan  Rencana    

Kerja Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 



Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan 

Pemerintah Daerah;  

24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 130/736/SJ Tahun 2020 tentang Percepatan 

Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah;  

25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 

tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam 

Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), 

serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian 

Nasional; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3078 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Mamasa Tahun  2005-2025; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten  Mamasa Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah    Kabupaten Mamasa Tahun  2018-2023; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI  MAMASA TENTANG  PERUBAHAN 

PERATURAN BUPATI MAMASA NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH LINGKUP KABUPATEN MAMASA TAHUN 2018 – 

2023; 

      Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamasa Nomor 

7 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 

2019 Nomor 7) diubah menjadi: 

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut :  

(1) Sistematika Perubahan Renstra Perangkat Daerah terdiri 

dari: 

BAB I      Pendahuluan;  

BAB II     Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;  

BAB III    Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan  

tugas dan fungsi; 

BAB IV    Tujuan dan sasaran;  



BAB V     Strategi dan arah kebijakan;  

BAB VI    Rencana program, kegiatan, dan pendanaan;   

BAB VII   Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan; dan 

BAB VIII  Penutup   

(2) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal II 

  

Peraturan Bupati ini berlaku untuk perubahan rencana 

tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa  

  

Ditetapkan di Mamasa 

pada tanggal, 07 Juli 2021      

 

BUPATI MAMASA 

 

 ttd. 

 

RAMLAN BADAWI 

 

Diundangkan di Mamasa 

pada tanggal, 07 Juli 2021      

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,  

 

        ttd. 

 

ARDIANSYAH 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2021 NOMOR 15 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA 

KABAG. HUKUM dan HAM, 
         
 

 
H. ABD. SAMAD, SH., MM 
Pangkat : Pembina  

NIP.  : 19690503 200701 1 044 


